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MOTTO
             
Artinya:
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain, dan hanya kepada Tuhan mullah hendaknya kamu berharap.”(Q.S. Al-
Insyirah 6-8).
Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi orang yang
terbaik.
vii
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, kupersembahkan karya sederhana ini untuk:
 Kedua orang tuaku tersayang, yaitu: Bapak Pitono dan Ibu Suharti yang
tiada henti memberikan doa, dukungan, dan bimbingan dalam
setiaplangkah kehidupan saya.
 Adikku satu-satunya Ikhwan Wahyu Darmawan yang selalu memberikan
doa dan semangat untuk saya.
 Teman-temanku Wisma Cendrawasih, Lia, Mei, Yuni, Winda, Dian,
Delik, Ria, Nadya yang selalu membantu dan memotivasi dalam
menyelesaikan skripsi ini.
 Teman-temanku Rofik dan Anggraeni.
 Dosen-dosen fakultas syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu
dari semester pertama sampai terakhir.
 Rekan-rekan  Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, khususnya Hukum
Ekonomi Syariah kelas A yang saya cintai.
 Almamaterku
viii
PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman
transliterasi
tersebut adalah :
1. Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf
latin adalah sebagai berkut:
Huruf
Arab
Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث s|a S |Es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ix
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh Ka dan ha
د Dal D De
ذ z|al Z Zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Es dan ye
ص s}ad s } Es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah)
ط t}a t } Te (dengan titik di bawah)
ظ z}a Z Zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain …‟… Koma terbalik di atas
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Ki
ك Kaf K Ka
xل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ى Hamzah ...ꞌ… Apostrop
ي Ya Y Ye
2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Nama Huruf Latin Nama
Fathah a A
Kasrah i I
Dammah u U
xi
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transiterasi
1. بتك Kataba
2. ركذ Zukira
3. بھذی Yazhabu
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabunganantara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan
huruf, yaitu :
Tanda
dan
Huruf
Nama Gabungan Huruf Nama
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i
و...أ Fathah dan wau Au a dan u
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. فیك Kaifa
2. لوح Haula
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan
Tanda
Nama
ي...أ Fathah dan alif
atau ya
a> a dan garis di atas
ي...أ Kasrah dan ya i > i dan garis di atas
و...أ Dammah dan
wau
u> u dan garis di atas
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. لاق Qal> a
2. لیق Qi>la
3. لوقی Yaqul> u
4. يمر Rama>
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah
ataudammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah
/h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
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Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. لافطلأاة ضور Raud}ah al-atfal> / raud}atul
atfa>l
2. ةحلط T{alhah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkandengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid.
Dalam transliterasi initanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah
itu.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. اّنبر Rabbana
2. لّزن Nazzala
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu
لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandangyang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang
diikuti olehhuruf Qamariyyah.Kata sandang yang diikuti oleh huruf
Syamsiyyah ditransliterasikansesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/
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diganti dengan huruf yang sama denganhuruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu. Sedangkan kata sandangyang diikuti leh huruf
Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yangdigariskan di
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan hurufSyamsiyyah
atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikutidan
dihubungkan dengan kata sambung.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. لجّرلا Ar-rajulu
2. لاجلال Al-Jala>lu
7. Hamzah
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa
Hamzahditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di
tengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak
dilambangkan karenadalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan
contoh berikut ini :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. لكأ Akala
2. ذخأتنو Taꞌkhuduna
3. ؤنلا An-Nauꞌu
xv
8. Huruf Kapital
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf
kapital,tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti
yang berlakudalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal,
nama diri danpermulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata
sandangan makayang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri
tersebut, bukan huruf awalatau kata sandangnya.
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila
dalamtulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan
tersebutdisatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan,maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. لوسرلأإدمحمامو Wa ma> Muhaamdun illa>
rasu>l
2. دمحلانیملاعلبر Al-hamdu lillahi rabbil
ꞌa>lami>na
9. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis
terpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
yang sudah lazimdirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
xvi
harakat yang dihilangkanmaka penulisan kata tersebut dalam
transliterasinya bisa dilakukan dengan duacara yaitu bisa dipisahkan pada
setiap kata atau bisa dirangkai.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. انیقزارلاریخ وھلنإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin/ Wa innalla>ha lahuwa
khairur-ra>ziqi>n
2. وأفنازیملاولیكلا Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>zan>
a / Faauful-kaila wal mi>za>na
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ABSTRACT
Dita Cahyaning Widayani NIM. 142111036, Murabaha Financing
practices to Businessman as seen from the Fatwa DSN MUI
Number O4/DSN-MUI/IV/2000 (Case studies in BMT Hira Tanon, Sragen).
The purpose of this research is to know the practice of financing
murabaha to businessmen from BMT Hira Tanon Sragen. Murabaha is LKS the
sale and purchase agreement between (the owner of the funds) and Member (the
Booker stuff) over a certain items already mentioned its specifications where LKS
the parties mentioned the cost of goods plus the profits that have been agreed and
payment done on a suspended.
The research is the research field (field research). The methods used are
observation, interview, and documentation. This discussion of the analysis is
descriptive data analysis describe the meaning or phenomenon that is captured by
showing their proofs.
The results of this research is that in BMT Hira Tanon murabaha
financing in applying to trade using the wakalah contract or often called a
murabaha based on the wakalah. In this implementation, the BMT Hira Tanon is
in compliance with the MUI Fatwa DSN number 04/DSN-MUI/IV/2000 on
Murabaha contract allowing murabaha with wakalah. Where applicable the
members of the party as Deputy while the customer is in the process of
procurement of goods.
Keywords: Murabaha, Wakalah.
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ABSTRAK
Dita Cahyaning Widayani, NIM. 142111036, “Praktik Pembiayaan
Murabahah Kepada Pelaku Usaha Dilihat Dari Fatwa DSN MUI Nomor
O4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di BMT Hira
Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembiayaan
murabahah kepada pelaku usaha dari BMT Hira Kecamatan Tanon Kabupaten
Sragen. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara LKS (pemilik dana) dan
anggota (pemesan barang) atas suatu barang tertentu yang sudah disebutkan
spesifikasinya dimana pihak LKS menyebutkan harga pokok ditambah
keuntungan yang telah disepakati dan pembayarannya dilakukan secara diangsur.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode yang
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa pembahasan
ini adalah analisa data deskriptif dengan mendeskripsikan makna atau fenomena
yang ditangkap dengan menunjukkan bukti-buktinya.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di BMT Hira Tanon dalam
menerapkan pembiayaan murabahah kepada pelaku usaha menggunakan akad
wakalah atau sering disebut murabahah berdasarkan wakalah. Dalam
penerapannya ini, BMT Hira Tanon sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang membolehkan akad murabahah
dengan wakalah. Dimana pihak anggota berlaku sebagai wakil sekaligus pemesan
dalam proses pengadaan barang.
Kata Kunci: Murabahah, Wakalah.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia, Lembaga Keuangan dibagi menjadi dua, yaitu
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga
Keuangan Bank adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara
pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, lembaga
keuangan bank dalam kegiatannya dapat menarik langsung dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan. Sedangkan Lembaga Keuangan
Bukan Bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan
dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung
menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat
berharga selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi
perusahaan-perusahaan.
Mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah
menghimpun dan menyalurkan dana, perbedaan antara bank dan lembaga
keuangan bukan bank dapat dilihat dari kegiatan utama meraka tersebut.
Perbedaan yang utama antara kedua lembaga tersebut terletak pada
penghimpunan dana. Dalam hal penghimpunan dana, secara tegas
disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung
maupun secara tidak langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga
2keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak
langsung dari masyarakat.1
Didalam hukum syari’ah mengatur mengenai larangan
pengambilan kelebihan atau tambahan maupun hal lain yang merugikan
seperti bunga atau riba, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga
keuangan bukan bank, keduanya diatur dalam hukum syari’ah. Lembaga
Keuangan Syari’ah memperkenalkan suatu sistem yang tidak hanya
menguntungkan bank akan tetapi juga peduli dengan kesejahteraan
nasabah, yaitu transaksi berbasis profit and loss sharing atau lebih dikenal
di Indonesia dengan sistem bagi hasil, yang selanjutnya tereduksi menjadi
sistem revenue sharing. Sistem ini menekankan bahwa dalam setiap
transaksi, kemungkinan untung dan rugi selalu ada.2
Lembaga keuangan memiliki peran sebagai perantara
(intermediary) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan
kembali kepada masyarakat. Dalam perannya sebagai perantara antara
masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan
dana, lembaga keuangan diharapkan mampu memberikan manfaat yang
besar bagi masyarakat. BMT termasuk dalam Lembaga Keuangan Bukan
Bank. BMT memiliki badan hukum koperasi, oleh karena itu BMT dalam
melaksanakan kegiatannya harus mengacu berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan telah diubah menjadi
1Totok Budisantoso Dan Nuritomo, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta:
Salemba Empat, 2015), hlm. 5-6.
2 Lely Shofa Imama, “Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan
Bank Syariah”, Iqtishadia, (Pamekasan) Vol. 1 Nomor 2 Desember 2014, 2014, hlm. 222.
3Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, yang kemudian
secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah oleh Koperasi. Peraturan ini diterbitkan dan merubah status
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk
Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar
Operasional Menejemen (SOM).3 Lembaga Keuangan Syari’ah sebagai
salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana
pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi
pembangunan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah
adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya.4
Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan
fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan
lebih memperhatikan pembiayaan bagian sektor perekonomian nasional
dengan prioritas pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta
berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan
memperkuat struktur ekonomi nasional.5
3 Novita Dewi Masyithoh, “Analisis Normatif  Undang-Undang No. 1 Tahun 2013
Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul
Maal Wat Tamwil (Bmt)”, Economica, (Semarang) Vol. V Edisi 2 Oktober 2014, 2014, hlm. 19.
4 Totok Budisantoso Dan Nuritomo, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, hlm. 206.
5 Jaka Susila, “Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah”, Al-Ahkam,
(Surakarta) Vol. 1 Nomor 2 2016, hlm. 134.
4BMT muncul di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberi
solusi pembiayaan bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk
mengembangkan usahanya, menghindarkan kegiatan dari unsur riba dan
menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah. Ada dua jenis
kegiatan yang dilakukan oleh BMT, yaitu sebagai Baitul Maal dan Baitul
Tamwil. Perannya sebagai Baitul Maal, BMT menerima titipan zakat,
infaq, dan shadaqah juga menyalurkannya pada orang-orang yang
membutuhkan. Sedangkan sebagai Baitul Tamwil, BMT menghimpun dan
menyalurkan dana dari masyarakat dengan prinsip bagi hasil.
Adapun produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT antara lain
adalah pengumpulan dana (Simpanan Wadi’ah dan Simpanan
Mudharabah), penyaluran dana (Pembiayaan Bai’ bitsaman ajil/BBA,
Pembiayaan Murabahah/MBA, Pembiayaan Mudharabah/MDA,
Pembiayaan Musyarakah/MSA, dan Pembiayaan al-Qordhul Hasan).
Prinsip yang sering digunakan BMT adalah sistem bagi hasil, baik dalam
penghimpunan maupun penyaluran dana. Permasalahan yang sering
dihadapi oleh masyarakat pedesaan terutama para pelaku usaha adalah
masalah modal, sehingga pembiayaan untuk menambah modal pelaku
usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi sangat penting bagi
masyarakat pedesaan dan kota kecil. Dengan hadirnya BMT maka
diharapkan mempunyai efek bagi pelaku usaha untuk mengembangkan
usahanya secara mandiri.
5Dikarenakan banyaknya kebutuhan anggota akan barang, sebagian
besar anggota BMT Hira Kecamatan Tanon adalah pembiayaan
murabahah, dikarenakan adanya kepastian profit yang tinggi diawal
perjanjian. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, murabahah
adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-
mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan
penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai
lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan
pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.6 Pemilihan
murabahah sebagai produk bank syariah sah dan boleh, tentunya dengan
memperhatikan hal-hal yang terkait dengan aturan, syarat, dan mekanisme
murabahah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, di mana ada batasan-
batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para pelakunya, termasuk
larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur maysir,
gharar, riba,dan bathil.7
Dalam perkembangannya sekarang, sudah banyak lembaga
keuangan yang sudah berdiri di daerah pedesaan, sebagai contohnya
adalah BMT Hira Tanon. BMT Hira Tanon beralamat di Jalan Gabugan-
Gemolong Km. 0,2 Gabugan Tanon Sragen. Lokasi BMT Hira Tanon
sangat strategis karena berdekatan dengan jalan raya dan pasar, sehingga
BMT Hira Tanon menjadi pilihan para pedagang di sekitar pasar dan
masyarakat Kabupaten Sragen untuk mengajukan pembiayaan, sehingga
6 Pasal 20 Ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
7 Lely Shofa Imama, Konsep Dan Implementasi Murabahah..., hlm. 222.
6berkembang sangat pesat. Sampai dengan tahun 2017 ini BMT Hira sudah
memiliki 14 cabang di Kabupaten Sragen.
BMT Hira juga memiliki produk pembiayaan, yaitu pembiayaan
Murabahah yang jumlahnya mendominasi pembiayaan lain. Jumlah
anggota yang mengambil pembiayaan murabahah di BMT Hira
Kecamatan Tanon setiap bulan berkisar antara 40 sampai 60 anggota. Jadi
dapat diambil rata-rata dalam satu tahun ada 700 anggota murabahah di
BMT Hira Kecamatan Tanon. Hal itu dapat dilihat dari jumlah anggota
pembiayaan Murabahah yang dari tahun ke tahun selalu meningkat.
Tabel 1.1. : Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah
No Tahun Pembiayaan Murabahah
1 2013 2.596
2 2014 2.982
3 2015 3.210
Sumber : BMT HIRA
Perkembangan minat pembiayaan pada tabel 1, pembiayaan
murabahah mendominasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 murabahah
mencapai 2.596 anggota, pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.982
anggota dan 2015 meningkat menjadi 3.210 anggota. Data tersebut adalah
akumulasi dari seluruh cabang BMT Hira di kabupaten Sragen, yaitu ada
14 cabang. Kemudian pada tahun 2017 anggota murabahah BMT Hira
Tanon berjumlah 655 anggota dengan rincian perbulan seperti tabel di
bawah ini.
7Tabel 1.2. : Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Tahun 2017
Nomor Bulan Jumlah Anggota
1. Januari 35 orang
2. Februari 51 orang
3. Maret 64 orang
4. April 57 orang
5. Mei 60 orang
6. Juni 62 orang
7. Juli 69 orang
8. Agustus 64 orang
9. September 40 orang
10. Oktober 57 orang
11. November 48 orang
12. Desember 48 orang
Sumber : BMT HIRA
Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang
lebih sebagai laba. Pihak BMT HIRA Tanon dengan anggota sebelum
melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang
disetujui kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam
8sebuah akad pembiayaan. Demikian keduanya terikat perjanjian dan
hukum yang telah dibuat bersama.8
Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua
yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan
konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan
pembiayaan produktif digunakan untuk pembiayaan modal kerja.
Pembiayaan Murabahah menggunakan prinsip tijarah (jual beli). Anggota
BMT Hira Tanon adalah pedagang-pedagang di Kabupaten Sragen karena
BMT Hira mampu membantu pedagang mengatasi permasalahan dalam
hal modal. Pembiayaan Murabahah sebagai alternatif pembiayaan agar
usaha pedagang dapat berkembang. Adapun beberapa jenis usaha nasabah
yang mengambil pembiayaan Murabahah di BMT Hira Tanon untuk
pembiayaan produktif adalah antara lain untuk modal toko kelontong,
modal jualan snack, modal usaha kerupuk. Sedangkan dana pembiayaan
murabahah yang digunakan untuk pembiayaan konsumtif diantaranya
adalah untuk merenovasi rumah, membeli motor, membeli mobil dan
membeli tanah.
Dengan adanya pembiayaan murabahah yang dikeluarkan BMT
Hira Tanon diharapkan dapat membantu perkembangan usaha nasabah.
Perkembangan tersebut dapat dilihat setelah pedagang menggunakan
permbiayaan tersebut. Apabila setelah menggunakan pembiayaan tersebut
usaha nasabah meningkat maka pembiayaan tersebut dapat dikatakan
8 Ellysa Puji Pangestu, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi
Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)”, Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah IAIN Surakarta,
Surakarta, 2017, hlm. 6.
9berhasil. Barometer usaha berkembang sendiri bisa dilihat apabila setelah
menerima pembiayaan usaha anggota mengalami peningkatan modal,
omzet, persedian stok barang, dan peningkatan jumlah tenaga kerja dalam
usahanya terebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis
tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan murabahah serta
pengaruhnya terhadap perkembangan usaha nasabah. Untuk itu, saya
memilih judul “Praktik Pembiayaan Murabahah Kepada Pelaku
Usaha Dilihat Dari Fatwa DSN MUI Nomor O4/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah (Studi Kasus di BMT Hira Kecamatan Tanon,
Kabupaten Sragen).”
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana praktik pembiayaan murabahah BMT Hira Tanon kepada
pelaku usaha?
2. Bagaimana pola pembelian barang dalam pembiayaan murabahah
dilihat dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah BMT Hira Tanon
kepada pelaku usaha.
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2. Untuk mengetahui pola pembelian barang dalam pembiayaan
murabahah dilihat dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan menambah khasanah bagi ilmu-ilmu sosial terutama ilmu
perbankan syariah.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
acuan sebagai tambahan referensi bagi pihak BMT Hira Tanon dalam
memberikan pembiayaan Murabahah kepada nasabah agar
memberikan pengaruh terhadap perkembangan usaha nasabahnya.
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat dijadikan
sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
E. Kerangka Teori
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi Usaha
adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk
mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya
upaya) untuk mencapai sesuatu.9
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 3 mendefinisikan pelaku usaha
9Kemdikbud (Pusat Bahasa), dikutip dari https://kbbi.web.id/ diakses 17 Oktober 2017.
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adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.10
Dalam operasional Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia,
praktik akad murabahah berdasarkan pada Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000. Menurut Fatwa DSN-MUI, pengertian murabahah
adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai
laba.11
Adapun beberapa ketentuan akad murabahah yang diatur dalam
fatwa tersebut diantaranya mengenai pola pembelian barang dimana Bank
membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan
pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank kemudian menjual barang
tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli
plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.12
Menurut Ascarya sebagaimana dikutip oleh Mardani, secara
etimologis murabahah berarti saling menguntungkan. Sedangkan secara
terminologis, murabahah yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika
10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
11 Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
12 Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
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penjual menyatakan biaya perolehan, meliputi harga barang dan biaya-
biaya lain untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungannya
(margin) yang diinginkan.13 Murabahah adalah penjualan barang dengan
margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya
perolehan dan barang yang dijual tersebut.14
Menurut Warren G. Bennis dalam Sutarto (1995: 416)
pengembangan adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi
pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan,
sikap, nilai dan susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik
menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta
perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri.15
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research),
penelitian lapangan sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data
kualitatif.16 Disini peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT
Hira Tanon dan anggota BMT Hira Tanon yang mengambil
pembiayaan murabahah.
13 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.
123.
14 Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2009),
hlm. 176.
15 Zulkarnaini, Program pengembangan Objek Wisata Silokek di Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatra Barat, JOM FISIP, (Riau) Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2016, hlm. 4.
16 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya 2010), hlm.
26.
13
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data
primer dan data sekunder.
a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari
informasi secara langsung dari informan di lapangan. Yaitu dari
hasil wawancara dengan pegawai dan anggota pembiayaan
murabahah BMT Hira Tanon. Pencatatan sumber data utama
melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan
dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.17
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
(buku-buku, hasil penelitian, data bank, dan lain lain). Data
sekundernya berupa akad-akad pembiayaan murabahah, akad
wakalah, formulir pembiayaan, dan jangka waktu dan jumlah
pembiayaan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:
a. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas
pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi
mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang
kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis
dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses
17 Ibid., hlm. 157
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pengamatan dan ingatan.18 Metode ini dilakukan dengan
mengumpulkan data dari pengamatan dan pencatatan secara
langsung di BMT Hira Tanon.
b. Interview atau wawancara
Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan
tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada
pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.19 Interview atau
wawancara dilakukan dengan membawa beberapa pertanyaan
lengkap dan terperinci. Interview atau wawancara dilakukan
langsung dengan pihak BMT Hira Tanon dan anggota yang
mengambil pembiayaan murabahah di BMT Hira Tanon. Ada
beberapa anggota pelaku usaha yang menggunakan dana
murabahah untuk berbagai jenis usaha diantaranya modal toko
kelontong, modal jualan snack, dan modal usaha kerupuk.
c. Dokumentasi
Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data
dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.
Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data
yang berasal dari sumber nonmanusia.20 Barang-barang yang dapat
dijadikan dokumentasi berupa foto atau brosur yang digunakan
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), hlm. 145.
19 Ibid., hlm. 138.
20 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Pustaka Setia, 2012), hlm. 141.
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untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan  kegiatan dari
BMT Hira Tanon.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan
hipotesis kerja seperti yang di dasarkan oleh data.21
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
deskriptif. Dalam hal ini dilakukan agar peneliti mampu
menggambarkan kondisi di Lembaga Keuangan BMT Hira Tanon.
Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang
bersifat mendeskripsikan makna atau fenomena yang dapat ditangkap
oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.
Pada penelitian ini, penulis menjelaskan praktik pembiayaan
murabahah pada pelaku usaha dari BMT Hira Tanon dilihat dari Fatwa
DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah,
sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai
praktik pembiayaan murabahah kepada pelaku usaha dari BMT Hira
Tanon dilihat dari fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah.
21 Ibid., hlm. 145.
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G. Tinjauan Pustaka
Untuk mendukung penelaahan yang lebih detail seperti yang
dikemukakan di latar belakang masalah, maka penulis berusaha melakukan
kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai relevansi
dengan topik yang akan diteliti. Pustaka yang menjadi telaah penulisan ini
adalah:
1. Skripsi dengan judul “Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Murabahah Pada BMT
Jannah Pucung Sragen” Karya Wahyu Nur Sasongko.22 Hasilnya adalah
ada perbedaan modal, omset, dan tenaga kerja, sebelum dan sesudah
adanya Pembiayaan Murabahah dari BMT Jannah Pucung Sragen.
2. Skripsi dengan judul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil
Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa
Halmahera Di Kota Semarang” Karya Fitra Ananda.23 Hasil skripsinya
adalah ada perbedaan modal, omset penjualan, keuntungan sebelum
dan sesudah mendapatkan kredit dari BMT At Taqwa Halmahera Di
Kota Semarang.
3. Skripsi dengan judul “Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Untuk
Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)” Karya
22 Wahyu Nur Sasongko, “Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebelum
Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Murabahah Pada BMT Jannah Pucung Sragen”, Skripsi,
Jurusan Perbankan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2017.
23 Fitra Ananda, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh
Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang”, Skripsi, Jurusan
IESP, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
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Maulani Bilqis Fatin Shobrina.24 Dengan hasil bahwa pembiayaan
murabahah yang terjadi di KJKS BMT BUM Tegal merupakan
murabahah pesanan dimana jual beli murabahah akan dilakukan
setalah ada anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah, dan
menggunakan akad murabahah bil wakalah.
4. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah
Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank
Muamalat Cabang Bandar Lampung)” Karya M. Haris Fikri.25 Dengan
hasil penelitian bahwa akad murabahah pada Bank Muamalat Cabang
Bandar Lampung menggunakan akad wakalah yaitu memberikan
kuasa kepada nasabah untuk memeli obyek atau barang yang telah
disepakati dalam akad.
5. Skripsi Burham Mubarok Setiaji26 dengan judul “Akad Murabahah
Pada Pembiayaan Usaha Produktif di BMT PAS Kabupaten Sragen
(Tinjauan Atas Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)”.
Hasilnya, pembiayaan usaha produktif di BMT PAS diprioritaskan
menggunakan akad murabahah. Tambahan perjanjian pinjaman dari
akad murabahah di BMT PAS sudah disediakan oleh pihak BMT PAS,
anggota tinggal menandatangani surat perjanjian tersebut.
24 Maulani Bilqis Fatin Shobrina, “Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Untuk Modal
Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2015.
25 M. Haris Fikri, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum
Ekonomi Syariah (Studi di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)”, Skripsi, Jurusan Hukum
Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2016.
26 Burham Mubarok Setiaji, “Akad Murabahah Pada Pembiayaan Usaha Produktif di
BMT PAS Kabupaten Sragen (Tinjauan Atas Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)”,
Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2015.
18
6. Skripsi Ellysa Puji Pangestu27 dengan judul “Analisis Penanganan
Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT
Hira Tanon)” dengan hasil Strategi dalam mengatasi pembiayaan
murabahah bermasalah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pertama
dengan melakukan pendekatan kepada anggota. Hal ini dilakukan
untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada anggota
serta memberikan alternatif solusinya. Kedua, penagihan secara
intensif (collection). Dalam hal ini dilakukan dengan cara yaitu
penagihan secara langsung dengan mendatangi anggota ke lokasi.
Ketiga, teguran dengan melayangkan surat peringatan kepada anggota,
keempat, rescheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada
anggota. Kelima, restructuring yaitu dengan menambah jumlah kredit
dan menambah equity (menyetor uang tunai dan tambahan dari
pemilik). Keenam, hapus buku (write off) yaitu langkah terakhir yang
dilakukan untuk membebaskan anggota dari beban hutangnya.
Dari berbagai penelitian di atas, adapun keterkaitan judul-judul
yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya adalah pada rumusan masalah.
Peneliti menitikberatkan kepada pola pembelian barang pada pembiayaan
Murabahah dilihat dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000
Tentang Murabahah.
27 Ellysa Puji Pangestu, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi
Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)”, Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2017.
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H. Sistematika Penulisan
Sistem penulisan ini merupakan suatu cara mengelola dan
menyusun hasil penelitian atau studi kajian dari data-data dan bahan-bahan
yang telah disusun. Pada bagian ini, penulisan antara bab satu dengan bab
lainnya diupayakan terdapat relevansi kajian untuk menghindari
kesalahpahaman dalam memaknai.
Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I :  Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka
Teori, Metodologi Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sitematika Penulisan.
BAB II : Murabahah dan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000yaitu berisikan uraian tentang tinjauan umum pembiayaan
Murabahah dan hal-hal yang berhubungan dengannya, meliputi:
Pengertian murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun Murabahah,
Syarat Murabahah, Tujuan Pembiayaan Murabahah, Jenis-jenis
Murabahah, serta fatwa DSN MUI tentang Murabahah.
BAB III : Gambaran Umum BMT Hira Kecamatan Tanon yaitu
berisikan tentang (Profil BMT Hira Tanon, Sejarah berdirinya BMT Hira
Kecamatan Tanon, Visi Misi BMT Hira Tanon, Struktur Organisasi BMT
Hira Tanon, Alamat BMT Hira beserta cabang-cabangnya, Syarat menjadi
anggota, Produk-produk BMT Hira Tanon, Pengawasan OJK terhadap
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BMT Hira Tanon), Pembiayaan Murabahah di BMT Hira Tanon dan
Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Hira Tanon.
BAB IV : Praktik Pembiayaan Murabahah kepada pelaku usaha
dari BMT Hira Kecamatan Tanon dan Pola pembelian barang dilihat dari
Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUIIV/2000.
BAB V : Penutup. Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang
diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.
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BAB II
MURABAHAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG MURABAHAH
A. Konsep Umum Akad Murabahah
1. Pengertian Murabahah
Secara linguistik, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna
tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.1 Secara istilah, ada
beberapa definisi yang diberikan para ulama. Di antaranya, menurut
Ibnu Rusyd al Maliki murabahah adalah jual beli komoditas dimana
penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok
pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.2
Menurut Al-Mawardi asy-Syafii menyatakan murabahah adalah
seorang penjual mengatakan, saya menjual pakaian ini secara
murabahah dimana saya membeli pakaian ini dengan harga 100
dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas
setiap 10 dirham harga beli.3
Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah
dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah
yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin
atau keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah.4
1 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015), hlm. 103.
2 Dalam Bidayah al Mujtahid, Jilid II, hal. 178 yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini,
hlm. 104.
3 Al Hawi al Kabir, jilid 5, hal. 279, yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, hlm. 104.
4 Veithzal Rivai, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, ( Jakarta: Bumi
Aksara, 2010). hlm. 687.
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Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual dan
harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan harga,
merupakan hak nasabah. Apabila potongan harga tersebut terjadi
setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan
berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.5
Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa murabahah
adalah perjanjian jual beli antara LKS (pemilik dana) dan anggota
(pemesan barang) atas suatu barang tertentu yang sudah disebutkan
spesifikasinya dimana pihak LKS menyebutkan harga pokok ditambah
dengan keuntungan yang telah disepakati dan pembayarannya
dilakukan secara diangsur.
2. Dasar Hukum Murabahah
Jual beli hukumnya jaiz (boleh) berdasarkan dalil dari Al-Qur’an
dan Hadis Rasulullah saw. yaitu sebagai berikut:
a. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:
           
           
              
                
5 Faqih Nabhan, Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah, (Yogyakarta: Lumbung Ilmu,
2008), hlm 93-94.
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             
   
Artinya:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya”.
Sababun Nuzul ayat ini adalah Al-Abbas dan Khalid bin al-
Walid adalah dua orang yang berkongsi di jaman jahiliyah, dengan
memberikan pinjaman secara riba kepada orang suku Tsaqif.
Kemudian setelah Islam datang, keuda orang ini masih mempunyai
sisa riba dalam jumlah besar. Lalu turunlah ayat “Hai orang-orang
yang beriman! Takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa
riba…” ayat 278.6
6 Mu’amal Hamidi dan Imron A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 1,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hlm. 320.
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b. Q.S. An Nisaa’ (4) ayat 29:
               
           
          
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu”.
c. Q.S.Al Muzzamil (73) ayat 20:
          
               
               
       
            
             
             
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          
       
Artinya:
“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam
atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-
orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam
dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat
menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi
keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah
(bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di
antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang
berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan
orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah
shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah
pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat
untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah
sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar
pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Dalam ayat ini Allah menyebutkan di dalam Al-Qur’an
tentang penggambaran dan bepergian jauh di muka bumi untuk
perniagaan. Al-Muqaradhah atau al-mudharabah adalah
merupakan salah satu bentuk syirkah (kerjasama dalam
pengembangan ekonomi). 7
7 Abdul Qadir Syibah al-Hamd, Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darul
Haqh, 2012). hlm. 20.
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d. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah8
 َث :َلَاق َمَّلَسَو ِهِلآَو ِهْيَلَع ُاللها َّىلَص يِبَّنلا َّنَأ ـَبلا :ةََكرَـبلا َّنِهْيِف ٌثَلا ُعْي
 ِْلل ِرْيِعَّشلِاب ّرُـبلا ُطْلَخ َو ,ةَضَرَاـقُملاَو ,ٍلَجَأ َىلِإ َوَر) .ِعْيَـبِْلل َلا ِتْيَـب ُها
(هَجاَم ُنْبا
Artinya:
“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual
dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari
mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk
keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).
Al Qiradh atau al-mudharabah itu dibenarkan Syariat Islam
berdasarkan ijma’ para sahabat Nabi dan ia salah satu bentuk
perniagaan yang paling luas, paling mudah, dan paling bermanfaat,
sebab tidak semua orang yang memiliki modal itu pandai
mengembangkannya, dan juga tidak semua orang yang pandai
berusaha dan beniaga memiliki modal usaha. Maka di dalam
penetapannya sebagai ketetapan hukum Syariat terdapat
kemudahan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik modal
dan pengembangannya, dan ia menjadi penutup rapat bagi berbagai
pintu riba.9
3. Rukun Murabahah
Rukun murabahah sama adalah sama dengan rukun jual beli pada
umumnya, yaitu:
8 Ibid., hlm. 19.
9 Ibid., hlm. 22
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a. Adanya penjual (al-bai’)
b. Pembeli (al-musytari’)
c. Barang yang dibeli (al-mabi’)
d. Harga (al-tsaman)
e. Shighat (ijab-qabul)10
4. Syarat Murabahah
Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat, antara lain:
a. Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)11
Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian
karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini
meliputi semua transaksi yang terkait dengan murabahah, seperti
pelimpahan wewenang (tauliyah), kerja sama (isyrak), dan
kerugian (wadhi’ah), karena semua transaksi ini berdasar pada
harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya,
maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi. Jika
tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut,
maka gugurlah transaksi itu.
b. Mengetahui besarnya keuntungan
Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia
merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui
harga adalah syarat sahnya jual beli.
10 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 111.
11 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm. 17.
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c. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.12
d. Tidak terjadi riba dalam transaksi murabahah dengan melakukan
jual beli barter pada barang-barang yang berlaku riba
didalamnya.13
e. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.14
5. Tujuan Pembiayaan Murabahah15
a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk
membeli: bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, stok dan
persediaan, dan suku cadang dan penggantian.
b. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang
dilakukan oleh nasabahnya.
c. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan
persediaan mereka.
d. Dalam hal dimana nasabah perlu untuk mengimpor barang mentah,
barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri
menggunakan letter of credit, bank dapat membiayai permintaan
akan letter of credit tersebut dengan menggunakan prinsip
murabahah.
12 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), hlm. 102.
13 Waluyo, Fiqh Muamalat, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara), hlm. 42.
14 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi..., hlm. 112.
15 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press
Yogyakarta, 2001), hlm. 25.
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e. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja
maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta
pembiayaan dari bank.
6. Manfaat Pembiayaan Murabahah16
a. Bagi Bank
1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin
b. Bagi Nasabah
1) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang
tertentu melalui pembiayaan dari bank
2) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang
tidak akan berubah selama masa perjanjian
7. Jenis-jenis Murabahah
Adapun macam-macam pembiayaan murabahah berdasarkan
prinsip jual beli ada 2 (dua jenis), yaitu:17
a. Pembiayaan Murabahah tanpa Wakalah
Yaitu akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya
kepada pembeli dengan harga sesuai perolehan ditambah
margin keuntungan yang diinginkan.
Gambar 2.1. Skema Murabahah tanpa Wakalah
16 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),
hlm. 47.
17 Tim Penyusun PAS BMT, Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT
Indonesia, (PT. Permodalan BMT Ventura, 2014). hlm 46-48.
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Proses Pengadaan Barang
Penjelasan Skema:
a. Proses pengadaan barang dilakukan sebelum ada transaksi jual
beli, baik ada pemesan atau tidak. LKS dapat membeli secara
tangguh ke pemasok, membuat sendiri atau pesan ke produsen.
b. Anggota mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah.
c. LKS dan anggota bernegosiasi atas harga, biaya-biaya, dan
sistem pembayaran.
d. LKS dan anggota melakukan akad murabahah.
e. LKS menyerahkan barang ke anggota setelah anggota
memenuhi persyaratan.
f. Anggota membayar harga barang sebesar harga beli LKS
ditambah margin dan biaya-biaya pengadaan barang sesuai
kesepakatan.
Pada prinsipnya, dalam transaksi murabahah pengadaan
barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual.
Dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah menyediakan
barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan
ANGGOTALKS
b
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e
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dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli
atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan
sebelum transaksi murabahah dilakukan.18
b. Pembiayaan Murabahah berdasarkan Wakalah
Gambar 2.2. Skema Murabahah berdasarkan Wakalah
Penjelasan Skema :
a. Anggota datang ke LKS untuk mengajukan pembiayaan
murabahah untuk pengadaan aset tertentu.
b. Anggota berjanji (wa’ad) untuk membeli barang ke LKS.
c. Anggota dan LKS bernegosiasi atas kualitas barang, harga, dan
biaya-biaya.
d. LKS memberi kuasa (wakalah) kepada anggota untuk membeli
barang.
18 Wiroso, Jual Beli Murabahah, hlm. 39
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e. Anggota membeli barang dari pemasok sesuai kuasa yang
diberikan LKS.
f. Pemasok memberikan barang ke anggota.
g. Anggota dan LKS melaksanakan akad murabahah.
h. Anggota membayar ke LKS sesuai dengan harga dan sistem
pembayaran yang sudah disepakati.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, peran LKS selaku bai’ dalam
pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya
bukan sebagai penjual barang, karena LKS tidak memegang barang,
tidak pula memegang resiko atasnya. Kerja LKS (bai’) hampir
semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen.
Kontrak murabahah umumnya ditandatangani sebelum LKS
mendapatkan barang yang dipesan oleh anggota, dalam kontrak
tersebut anggota harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan
yang terkait dengan pengiriman barang, resiko laba, dan spesifikasi
yang benar.19
Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah atau
Unit Usaha Syariah (UUS) dalam memberikan pembiayaan murabahah
tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS
tertanggal 18 Maret 2008. Bahwa dalam kegiatan penyaluran dana
19 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan
Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 67.
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dalam bentuk pembiayaan atas dasar Akad Murabahah berlaku
persyaratan paling kurang sebagai berikut:20
1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka
membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi
murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
2. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas
kualitas, kuantitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai
karakteristik produk pembiayaan murabahah;
4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan
murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek
personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau
aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha
(Capacity), keuangan (Capital), dan/atau  prospek usaha
(Condition);
5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya;
6. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan
penyediaan barang yang dipesan nasabah;
7. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal
pembiayaan murabahah dan tidak berubah selama periode
pembiayaan;
20 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2010), hlm. 54-55.
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8. Bank dan nasabah wajib menuangkan dalam bentuk perjanjian
tertulis berupa akad pembiayaan murabahah;
9. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada
bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
Dalam LKS, bai’ al murabahah diterapkan sebagai produk
pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumer,
kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. Harga yang
disepakati adalah harga jual, yaitu harga beli plus margin dan biaya-
biaya yang timbul dari proses pembelian barang tersebut. Pada saat
harga jual disepakati, maka pihak LKS menyerahkan barang yang
dipesan tersebut sesuai dengan kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu
yang disepakati. Pada saat sudah terjadi serah terima barang antara
LKS dan anggota, maka kewajiban anggota adalah melakukan
pembayaran sesuai kesepakatan.21
B. Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
Penerapan Murabahah didalam perbankan syariah didasarkan pada
fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/2000 Tentang Murabahah yang
ditetapkan pada tanggal 1 April 2000. Fatwa DSN MUI menjadi panutan
yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di
Indonesia, dengan demikian mengikat pula pada masyarakat yang
bertransaksi dengan perbankan syariah.
21 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi..., hlm. 119-
121.
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Untuk itu dalam menerapkan produk pembiayaan murabahah LKS
dalam operasionalnya harus mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yaitu sebagai berikut:
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah22
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang
bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’at
Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara
utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
22 Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional, (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006) hlm. 24.
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8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah23
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut,ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji
yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak
jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,
biaya riil harus dibayar dari uang muka tersebut.
23 Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan..., hlm.
25.
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6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari
uang muka, maka
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik
bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh
bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka
tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi
kekurangannya.
Ketiga : Jaminan dalam Murabahah24
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.
Keempat : Utang dalam Murabahah25
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
24 Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan..., hlm.
26.
25 Ibid.
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Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan utangnya pada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal.
Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau
meminta kerugian itu diperhitungkan.
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murbahah26
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keenam : Bangkrut dalam Murabahah27
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal
menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang
sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
Adapun dasar hukum dari fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 yaitu:
26 Ibid., hlm. 27
27 Ibid.
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1. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:
              
           
              
              
             

Artinya:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya”.
2. Q.S. An Nisaa’ (4) ayat 29:
               
             
        
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Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu”.
3. Q.S.Al Muzzamil (73) ayat 20:
           
               
              
           
          
                  
               
           
 
Artinya:
“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang
bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang.
Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan
batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan
kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al
Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang
yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari
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sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di
jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an
dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman
kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu
perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi
Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar
pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
4. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah28
 َث :َلَاق َمَّلَسَو ِهِلآَو ِهْيَلَع ُاللها َّىلَص يِبَّنلا َّنَأ ـَبلا :ةََكرَـبلا َّنِهْيِف ٌثَلا ُعْي
 ِْلل ِرْيِعَّشلِاب ّرُـبلا ُطْلَخ َو ,ةَضَرَاـقُملاَو ,ٍلَجَأ َىلِإ .ِعْيَـبِْلل َلا ِتْيَـب َوَر) ُها
(هَجاَم ُنْبا
Artinya:
“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual
dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari
mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk
keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).
Dari pemaparan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Akad murabahah yang dilakukan oleh LKS dan anggota harus bebas
riba dan objek (barang) yang tidak diharamkan oleh syari’at Islam,
pihak LKS harus menyampaikan secara jujur harga pokok barang dan
juga keuntungan yang diambil pihak LKS dan anggota harus
membayarnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
2. Jika permohonan pembiayaan anggota yang telah disepakati LKS,
LKS membeli barang pesanan dan nasabah harus membelinya. LKS
boleh meminta uang muka pada anggota jika diperlukan, namun
apabila anggota menolak membeli barang tersebut, uang muka dapat
28 Abdul Qadir Syibah al-Hamd, Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darul
Haqh, 2012). hlm. 19
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dijadikan pengganti kerugian, apabila uang muka kurang dari kerugian,
maka hal tersebut menjadi kerugian pihak LKS.
3. Jika dalam pembelian barang LKS mewakilkan kepada anggota, maka
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip
menjadi milik LKS.
4. Pada dasarnya jaminan dalam murabahah diperbolehkan dan pihak
LKS dapat meminta jaminan agar anggota serius dengan pesanannya.
5. Apabila anggota menjual kembali barang pesanannya entah untung
atau rugi, anggota tetap berkewajiban membayar hutang kepada LKS.
Barang yang dijual kembali sebelum masa angsuran selesai anggota
tidak wajib melunasi seluruh angsurannya.
6. Apabila anggota mampu membayar, maka tidak dibenarkan menunda-
nunda pembayaran, jika anggota sengaja menunda-nunda maka
penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah apabila
musyawarah tidak mencapai hasil.
7. Anggota yang dinyatakan pailit, LKS harus menunda tagihan sampai
anggota mampu kembali atau berdasarkan kesepakatan.
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BAB III
GAMBARAN UMUM BMT HIRA KECAMATAN TANON
A. Gambaran Umum BMT HIRA Kecamatan Tanon
1. Profil BMT Hira Kecamatan Tanon
Informasi Lembaga :
Nama : KSPPS BMT HIRA
Berdiri : 03 November 1996
Badan Hukum : No. 030.a/BH.PAD/KWK/11/026/III/2016
TDUP : 72/11.14/TDUP/III/1999
TDP Kop : 11.14.26400132
SIUP : 517/804/29/2011
NPWP : 01.881.4269.528.000
Alamat : Jl. Gabugan-Gemolong Km. 0,2 Gabugan
Tanon, Sragen 57277
Telpon : 0271 7889811 / 0271 7889725 Fax. 0271
892795
e-mail : bmt_hira@yahoo.co.id
Website : www.bmthira.com
2. Sejarah Berdirinya BMT Hira Kecamatan Tanon
BMT HIRA berdiri pada tanggal 3 November 1996. BMT HIRA
beroperasi di wilayah Tanon mencoba untuk menjembatani kebutuhan
permodalan bagi umat Islam yang mau melakukan kegiatan usaha
dengan menjadi penghubung mereka dengan para pemilik dengan
sumber pendanaan dengan pendekatan transaksi syariah.
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Kebutuhan akan kekuatan hukum beroperasinya BMT HIRA
kemudian mengajukan diri menjadi badan hukum koperasi dengan
menjadi Koperasi Serba Usaha HARAPAN INSAN SEJAHTERA
(KSU BMT HIRA) yang bidang usahanya adalah Baitul Maal wat
Tamwil (Simpan Pinjam secara Syariah). Badan Hukum BMT HIRA
tercatat pada No. 030/BH/KWK.11.026/XI/1998 tertanggal 18
Nopember 1998.
Seiring dengan berjalannya waktu antara tahun 2000 sampai
dengan 2002 BMT HIRA menghadapi persoalan Sumber Daya Insani
dan Manajemen, serta mengalami kemunduran yang kemungkinan
besar mengarah pada ditutupnya lembaga ini. Dengan semangat yang
masih ada pengurus mencoba untuk terus menghidupkan BMT HIRA
ini dengan menggandeng lembaga lain yang lebih mapan
manajemennya yaitu BMT Ben Taqwa, dengan kerjasama Sinergi
Pengelolaan selama tiga tahun dan mulai beroperasi sejak 1 Maret
2003 sampai dengan 1 Maret 2006.1
Selepas pengelolaan dengan sinergi selama tiga tahun pengurus dan
pengelola BMT HIRA telah mendapatkan kepercayaan diri yang
menjadi bekal untuk meneruskan operasional dan mengembangkannya
menjadi lebih baik dan lebih besar. Kepercayaan diri dan keyakinan
tersebut diperoleh seiring dengan bergabungnya BMT HIRA dengan
1 Web Resmi BMT HIRA, http://bmthira.com/berita-sekapur-sirih.html, diakses pada 20
Desember 2017.
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Perhimpunan BMT Indonesia sejak 2005 dan menjadi salah satu
pendirinya.
Setelah lepas dari masa sinergi BMT HIRA mengalami masa
pertumbuhan yang luar biasa selama kurang lebih lima tahun. BMT
HIRA membuka cabang yang pertama di Kecamatan Sukodono yang
bekerjasama dengan Pimpinan Cabang Muhamadiyah (PCM)
Sukodono. Sejak tahun 2006 sampai 2011 BMT HIRA telah membuka
layanan di 8 Kecamatan di kabupaten Sragen, yaitu di Tanon,
Sukodono, Plupuh, Sidoharjo, Sragen, Karangmalang, Gemolong dan
Jirapan Masaran, baik kerjasama dengan PCM setempat maupun
secara mandiri.
Tahun 2013 merupakan awal BMT HIRA menggunakan Teknologi
Informasi dalam layanan kepada anggotanya dengan jaringan internet
data dari seluruh kantor BMT HIRA tersambung secara online real
time. BMT HIRA mulai menggalakkan dalam pengelolaan Baitul Maal
setelah sekian lama fokus di Baitut tamwil. Sejak 2014 fungsi-fungsi
dalam kegiatan Baitul Maal mulai di gerakkan dan di manage secara
lebih serius dengan menempatkan personal yang secara khusus
menanganinya.
Perubahan-perubahan di BMT HIRA masih akan berlangsung
menyesuaikan dengan situasi dan kodisi real yang dihadapi. Dan
perubahan yang terbaru adalah perubahan terkait dengan adanya
regulasi baru dibidang perkoperasian yaitu dengan adanya Permenkop
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No. 16 Tahun 2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah dan Permenkop No. 14 Than 2015 tentang Akuntansi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
3. Visi dan Misi2
BMT Hira merupakan lembaga dakwah ekonomi syariah yang
menjalankan fungsi baitul mal dan baitul tamwil (jasa keuangan
syariah yang berorientasi manfaat dan maslahat/profit dan benefit.
a. Motto :
“Mitra Tepat Bermuamalat”
b. Visi :
“Menjadi Lembaga Keuangan Syari’ah Terbaik dalam Maslahat
dan Manfaat serta Terpercaya dalam Muamalah Sebagai Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Ummat”.
c. Misi :
1) Menjalankan usaha produktif dengan komitmen layanan prima
dalam kemitraan yang adil dan amanah sesuai prinsip syari’ah.
2) Menyediakan dan melayani produk dan layanan jasa keuangan
syari’ah berlandaskan teknologi informasi secara efektif dan
efisien.
3) Membangun sumber daya manusia yang mampu memajukan
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan
spiritual.
2 Web Resmi BMT HIRA, http://bmthira.com/hal-visi-dan-misi-bmt-hira.html, diakses
pada 20 Desember 2017.
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4) Menjadi lembaga intermediasi sumber daya keuangan dengan
sumber daya manusia dalam kerangka membangun masyarakat
madani.
5) Melayani secara professional dengan penuh dedikasi, integritas
dan marhamah.
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4. Struktur Organisasi BMT Hira Cabang Tanon3
Gambar 3.1. Struktur Organinsasi
3 Widhi Triyanto, Marketing BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi, tanggal 20
Desember 2017.
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5. Alamat BMT Hira beserta cabang-cabangnya4
Kantor Pusat:
Jl. Gabugan- Gemolong Km. 0,2 Gabugan Tanon Sragen
Telpon 0271 7889811
Fax. 0271 892795
e-mail: bmt_hira@yahoo.co.id
Web : www.bmthira.com
BMT Hira memiliki 14 cabang di Kabupaten Sragen, yaitu:
a. Cabang Tanon
Jl. Gabugan- Gemolong Km. 0,2 Gabugan, Tanon, Sragen.
Telpon 0271 7889725 / 08112950987.
b. Cabang Sukodono
Jl. Pojok-Gabugan Km. 0,5 Majenang, Sukodono. Telpon
085100877668.
c. Cabang Plupuh
Jl. Plupuh-Mojosongo Km. 0,5 Plupuh. Telpon 085100002410.
d. Cabang Sidoharjo
Jl. Pungkruk-Gabugan Km. 3 Taraman, Sidoharjo. Telpon 0271
892795.
e. Cabang Sragen
Jl. A. Yani No. 43 Sragen. Telpon 0271 891337.
4 Brosur BMT HIRA Tahun 2017.
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f. Cabang Karangmalang
Jl. Sragen-Kedawung Km. 4 Puro, Karangmalang. Telpon
085100919626.
g. Cabang Gemolong
Kios Angkot Pasar Gemolong No. 38, Gemolong. Telpon 0271
6811996.
h. Cabang Masaran
Jl. Pandawa (Jiparan-Nguwer Km. 0,1), Jiparan, Masaran.
Telpon 085100866053.
i. Cabang Sumberlawang
Jl. Solo-Purwodadi Km. 29 Ngandul, Sumberlawang. Telpon
085105360098.
j. Cabang Miri
Jl. Gemolong-Miri Km. 3 Seneng, Girimargo, Miri. Telpon
085100360082.
k. Cabang Sambungmacan
Jl. Raya Timur Km. 15 Banaran, Sambungmacan. Telpon
085102360082.
l. Cabang Tangen
Jl. Tangen-Sragen Km. 0,2 Katelan, Tangen. Telpon
085103575613.
m. Cabang Gondang
Kios Perhutani No. 4-5 Pasar Gondang. Telpon 0271 7889965.
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n. Cabang Kedawung
Jl. Sragen-Jamus Km. 5 Wonokerso, Kedawung. Telpon
081225751745.
6. Syarat-Syarat menjadi anggota BMT Hira5
Adapun syarat yang harus dilengkapi untuk menjadi anggota BMT
Hira adalah sebagai berikut:
a. Menyerahkan Fotocopy KTP
b. Mengisi formulir yang telah disediakan BMT Hira
c. Memberikan setoran simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-
d. Mentaati aturan yang berlaku di BMT Hira Tanon.
7. Produk-produk BMT Hira
a. Produk Simpanan
1) Sirela (Simpanan Sukarela)
Yaitu simpanan dengan akad syariah (wadi’ah) yang
penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat
selama jam buka kas. Untuk membuka sirela minimal setoran
awalnya Rp. 20.000 dengan membawa kartu identitas KTP atau
SIM.
2) Siska
Yaitu simpanan dengan akad syariah (mudharabah) untuk
investasi dengan jumlah nominal dan jangka waktu tertentu.
5 Brosur BMT HIRA Tahun 2017.
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Pilihan jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan.
Simpanan ini dapat dicairkan pada waktu jatuh tempo.
3) Simerdeka
Yaitu simpanan dengan akad syariah (mudharabah) untuk
rencana kebutuhan masa depan jumlah setoran dan jangka
waktu tertentu.
4) Sisantri
Yaitu simpanan untuk murid sekolah yang dikelola dengan
melibatkan lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) secara
kolektif bagi siswa-siswinya sebagai sarana pembelajaran
menabung sejak dini.
5) Saqur
Yaitu simpanan untuk merencanakan aqiqah atau qurban.
6) Saman
Yaitu simpanan dengan akad syariah (wadi’ah yad dhamanah).
7) Simpanan Haji dan Umroh
Yaitu simpanan untuk keperluan merencanakan ibadah haji dan
umroh.6
b. Produk Pembiayaan7
1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
a) Mudharabah
6 Brosur BMT HIRA Tahun 2017.
7 Ibid.
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Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT
Hira dengan menggunakan akad kerjasama antara BMT
Hira dengan anggota untuk suatu usaha tertentu yang tidak
melanggar syariat islam, dimana BMT Hira sebagai
penyedia dana seluruhnya 100% (shahibul maal) dan
anggota sebagai pelaku usaha (mudharib). Keuntungan
yang diperoleh dengan perbandingan (nishbah) bagi hasil
yang telah disepakati.
b) Musyarakah
Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT
Hira dengan menggunakan akad kerjasama antara BMT
Hira dengan anggota untuk suatu usaha tertentu yang tidak
melanggar syariat Islam, dimana BMT Hira dan anggota
sama-sama memberikan kontribusi modal dengan ketentuan
keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai porsi
kontribusi, dengan kesepakatan bersama.
2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
Murabahah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli
antara BMT Hira dengan anggota atas barang tertentu yang
tidak melanggar syariat Islam. BMT Hira selaku penyedia
barang dan anggota sebagai pemesan atau pembeli barang.
Dalam transaksi murabahah, BMT Hira (penjual) menyebutkan
dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga
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pokok beli dan keuntungan yang diambil, tempo dan ketentuan-
ketentuan lain yang tertuang dalam perjanjian.
8. Pengawasan OJK terhadap BMT Hira Kecamatan Tanon
Dalam kegiatannya, BMT Hira Kecamatan Tanon belum diawasi
langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Karena BMT memiliki
badan hukum koperasi, maka dalam melakukan transaksi keuangan
BMT Hira diawasi oleh Koperasi.8 Dimana transaksinya mengacu
pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi.
B. Pembiayaan Murabahah di BMT Hira Tanon
Produk-produk pembiayaan di BMT Hira antara lain Mudharabah,
Musyarakah dan Murabahah. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada
masyarakat, BMT Hira mengoptimalkan penyaluran pembiayaan
menggunakan akad murabahah. Murabahah dapat disalurkan untuk
memenuhi kebutuhan modal kerja, modal usaha, maupun barang
konsumtif yang dibutuhkan anggota. Dimana BMT menjual barang
pesanan kepada anggota dengan harga pembelian atau pokok ditambah
dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati.
Dalam implementasi murabahah di perbankan syariah ditetapkan
pula beberapa ketentuan umumnya, yaitu sebagai berikut:9
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang
bebas riba.
8 Ramita Rahmayanti, Customer Service BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi, tanggal
28 November 2017.
9 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.
22.
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2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat
Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.
Adapun ketentuan-ketentuan umum di BMT Hira Tanon yang
harus dilengkapi oleh calon anggota adalah sebagai berikut:
1. Anggota yang akan mengajukan pembiayaan datang sendiri ke
BMT Hira dengan membawa fotocopy jaminan.
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2. Penggunaan pembiayaan harus jelas, dapat berupa modal usaha
kepemilikan barang seperti alat produksi ataupun sebagai
modal usaha seperti perdangangan, ternak, pertanian dan lain-
lain.
3. Apabila disetujui, BMT membiayai pembelian barang yang
dipesan anggota.
4. BMT menjual barang pesanan anggota yang terdiri dari harga
pokok ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati.
5. Anggota membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang
telah disepakati.
6. Apabila BMT dalam pembelian barang mewakilkan kepada
anggota maka menggunakan akad wakalah.10
Selain ketentuan umum yang telah disebutkan diatas, dalam
mengajukan pembiayaan murabahah adapula ketentuan khusus yang
menjadi penilaian BMT Hira kepada calon anggota yang akan menerima
pembiayaan murabahah. Pihak BMT Hira berhak memenuhi permohonan
pembiayaan yang diajukan anggota secara keseluruhan ataupun sebagian.
Di dalam ketentuan khusus BMT Hira menggunakan prinsip analisis
pembiayaan yaitu prinsip 5C. Berikut ini adalah prinsip analisis
pembiayaan 5C di BMT Hira:
1. Character, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil
pinjaman.
10 Widhi Triyanto, Marketing BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi, tanggal 20
Desember 2017.
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2. Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha
dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. Colateral, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan
peminjam kepada bank
5. Condition, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau
tidak.11
Dengan menggunakan prinsip 5C tersebut, maka dapat dijadikan
penilaian pihak BMT Hira dalam mempertimbangkan permohonan
pembiayaan yang diajukan oleh calon anggotanya diterima atau tidak.
Apabila pihak BMT Hira merasa calon anggota yang mengajukan
pembiayaan belum memenuhi kriteria  5C tersebut maka pihak BMT Hira
akan mengkonfirmasi calon anggota bahwa permohonan pembiayaannya
tidak disetujui oleh pihak BMT Hira dengan alasan yang telah
dipertimbangkan.
Dalam pengajuan pembiayaan murabahah yang diajukan BMT Hira
ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Syarat-syarat
pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Hira adalah sebagai berikut12:
1. Fotocopy KTP Suami istri yang berlaku 3 lembar.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 3 lembar.
3. Fotocopy jaminan sebanyak 3 lembar:
a. Apabila sertifikat sebanyak 3 lembar.
11 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.
305.
12 Brosur syarat pengajuan Pembiayaan di BMT Hira.
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b. Apabila BPKP 3 lembar, serta STNK yang berlaku 3 lembar
disertai bukti gesek rangka dan gesek mesin kendaraan yang
dijadikan jaminan.
C. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Hira Tanon
Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh anggota pelaku usaha
di BMT Hira Tanon umumnya menggunakan akad wakalah. Yaitu pihak
BMT Hira Tanon memberikan sejumlah uang kepada anggota untuk
membeli barang yang dipesan kepada pemasok dengan alasan bahwa
pedagang lebih mengetahui spesifikasi barang yang dipesannya. Namun
apabila pihak anggota meminta BMT Hira Tanon yang membelikan
barang pesanannya, maka pihak BMT Hira Tanon siap membelikan barang
pesanan anggota. Untuk hal ini biasanya dalam pembelian sepeda motor,
handphone dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara penulis kepada
pegawai bagian marketing BMT Hira Tanon, berikut adalah prosedur
pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Hira Tanon:
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Prosedur Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah di BMT Hira Tanon13:
Gambar 3.2. Prosedur Pembiayaan Murabahah
13 Widhi Triyanto, Marketing BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi, tanggal 06
Desember 2017.
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Anggota BMT Hira pelaku usaha yang mengambil pembiayaan
murabahah adalah anggota yang tinggal di wilayah kecamatan Tanon dan
sekitarnya, dari jumlah anggota 655pada tahun 2017, penulis hanya
mampu melakukan wawancara dengan 10 orang anggota yang mengambil
pembiayaan murabahah di BMT Hira Tanon. Anggota murabahah yang
penulis wawancarai adalah anggota murabahah yang menggunakan
dananya untuk keperluan usaha, baik untuk membeli barang modal dengan
menggunakan akad wakalah ataupun untuk membuka usaha di bidang jasa.
Berikut ini adalah hasil wawancara kepada anggota dan beberapa usaha-
usaha anggota yang dibiayai BMT Hira dengan akad murabahah:
1. Bapak Sutarmo, alamat Canden, Ketro, Tanon. Mengambil
pembiayaan murabahah sebesar Rp.10.000.000,00. Digunakan
untuk keperluan membeli bibit melon. 14
2. Bapak Ngatiman, alamat Canden, Ketro, Tanon. mengambil
pembiayaan murabahah sebesar Rp. 2.000.000,00. Digunakan
untuk usaha membuat kue donat.15
3. Bapak Marwan Julianto, alamat Canden, Ketro, Tanon.
mengambil pembiayaan murabahah dengan jumlah
Rp.2.000.000,00. Digunakan untuk keperluan ternak, yaitu
membeli bibit ayam.16
14 Sutarmo, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi,
tanggal 23 Desember 2017.
15 Ngatiman, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi,
tanggal 23 Desember 2017.
16 Marwan Julianto, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon, Wawancara
Pribadi, tanggal 23 Desember 2017.
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4. Bapak M. Khusaini, alamat Jumeneng, Padas, Tanon.
mengambil pembiayaan murabahah sebesar Rp.8.000.000,00.
Digunakan untuk keperluan ternak, yaitu menambah modal beli
kambing.17
5. Ibu Sumiyati, alamat Jumeneng, Padas, Tanon. mengambil
pembiayaan murabahah sebesar Rp.7.000.000,00. Digunakan
untuk modal usaha membeli keperluan toko kelontong.18
6. Bapak Agus Sholichin, alamat Karungan, Plupuh. Megambil
pembiayaan murabahah sebesar Rp.60.000.000,00. Digunakan
untuk pertanian, yaitu membeli bibit jagung.19
7. Bapak Subandrio, alamat Gabugan, Gabugan, Tanon.
mengambil pembiayaan murabahah sejumlah Rp.2.000.000,00.
Digunakan untuk modal membuka jasa cuci motor.20
8. Bapak Sutarmo, alamat Bendo, Karangasem, Tanon.
Mengambil pembiayaan murabahah sebesar  Rp.5000.000,00.
Digunakan untuk membeli bahan-bahan membuat bakso. 21
9. Bapak Suyanto, alamat Ngijo, Suwatu, Tanon. Mengambil
pembiayaan murabahah sebesar Rp.15.000.000,00. Digunakan
untuk menambah modal usaha dagang snack.22
17 M. Khusaini, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi,
tanggal 27 Desember 2017.
18 Sumiyati, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi,
tanggal 27 Desember 2017.
19 Agus Sholichin, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon, Wawancara
Pribadi, tanggal 28 Desember 2017.
20 Subandrio, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi,
tanggal 28 Desember 2017.
21 Sutarmo, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi,
tanggal 28 Desember 2017.
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10. Bapak Tarno, alamat Sono, Sono, Mondokan. Mengambil
pembiayaan murabahah sebesar Rp.7.000.000,00. Digunakan
untuk membeli bahan-bahan seperti tepung terigu, minyak
goreng, dan kaleng kerupuk membuka usaha kerupuk. Bapak
Tarno mengambil pembiayaan murabahah di BMT Hira
sebanyak dua kali.23
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada anggota
pembiayaan murabahah yaitu pelaku usaha, dalam proses pengadaan
barang BMT Hira Tanon memberi uang kepada anggota dengan akad
wakalah untuk membeli barang, kemudian anggota sendiri yang membeli
barang kepada pemasok. Untuk selanjutnya anggota datang lagi ke BMT
Hira Tanon untuk menyerahkan kwitansi pembelian barang dan dilakukan
akad murabahah oleh keuda belah pihak.Selain itu, anggota yang penulis
wawancarai juga menjelaskan bahwa syarat-syarat dan prosedur yang
harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan mudah dan angsuran yang
dilakukan anggota juga tidak memberatkan anggota. Tidak sedikit pula
anggota BMT Hira Tanon yang mengambil pembiayaan lebih dari satu kali
tetapi untuk keperluan yang berbeda.
Setiap pembiayaan yang diberikan oleh LKS tentunya terdapat
berbagai kendala yang dihadapi oleh LKS, diantaranya adalah
22 Suyanto, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi,
tanggal 31 Desember 2017.
23 Tarno, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon, Wawancara Pribadi,
tanggal 31 Desember 2017.
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pembiayaan bermasalah. Secara umum penyelesaian pembiayaan
murabahah bermasalah ada 5 (lima) cara, yaitu24:
1. Penjadwalan kembali (rescheduling). Restrukturisasi dilakukan
dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan
tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan
kepada BUS atau UUS.
2. Persyaratan kembali (reconditioning). Dilakukan dengan
menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain
perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu
dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa
kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau
UUS.
3. Penataan kembali (restructuring). Dengan melakukan konversi
piutang murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi
ijarah muntahiyyah bittamlik atau mudharabah atau
musyarakah.
4. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi
menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
5. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi
menjadi Penyertaan Modal Sementara.
Dalam menangani pembiayaan bermasalah, ada perbedaan cara dari
penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum dengan cara yang
24 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014). hlm. 88
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digunakan BMT Hira untuk menangani pembiayaan bermasalah. Cara-
cara yang ditempuh BMT Hira dalam menangani pembiayaan
bermasalah adalah sebagai, yaitu25:
1. Pertama, melakukan pendekatan kepada anggota untuk
mengetahui kondisi anggota serta mencari solusi alternatifnya.
2. Kedua, melakukan penagihan secara intensif (collection)
dengan cara mendatangi langsung kerumah anggota.
3. Ketiga, teguran untuk mengingatkan bahwa pinjaman akan
selesai.
4. Keempat, penjadwalan ulang (rescheduling) yaitu dengan
memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memperpanjang
jangka waktu angsuran.
5. Kelima, restructuring yaitu dengan menambah jumlah kredit
dan menambah equity (menyetor uang tunai dan tambahan dari
pemilik).
6. Keenam, hapusbuku (write off) yaitu langkah terakhir yang
dilakukan untuk membebaskan anggota dari beban hutangnya.
Dengan cara-cara yang digunakan oleh BMT Hira Tanon dalam
mengatasi pembiayaan bermasalah sesuai yang telah disebutkan diatas,
diharapkan mampu menjadikan perhatian kepada anggota untuk tepat
waktu dalam melakukan angsuran di BMT Hira Tanon. Jika anggota
dalam melakukan angsuran tidak ada masalah, maka akan menjadi
25 Ellysa Puji Pangestu, Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah..., hlm. 90.
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pertimbangan BMT Hira Tanon untuk memberikan pembiayaan
selanjutnya apabila anggota mengambil pembiayaan murabahah di BMT
Hira Tanon lagi.
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BAB IV
PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH KEPADA PELAKU USAHA
DARI BMT HIRA TANON DILIHAT DARI FATWA DSN MUI NOMOR
04/DSN-MUI/IV/2000
A. Praktik Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon kepada Pelaku
Usaha
Di dalam praktik operasional BMT, jual beli murabahah, pihak
BMT tidak selalu dapat menyediakan barang yang dibutuhkan oleh
anggota. Oleh karena itu, BMT melakukan akad wakalah dalam akad jual
beli murabahah yang dinyatakan dalam perjanjian akad wakalah. Wakalah
adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.1
Wakalah atau perwakilan dapat juga diartikan sebagai permberian
kuasa, perjanjian dimana seseorang memberikan atau menyerahkan
sesuatu wewenang kepada orang lain dan orang lain tersebut
menerimanya. Jadi, pada dasarnya, wakalah dibolehkan oleh syara’. Di
dalam praktiknya, BMT tidak membelikan barang yang dipesan oleh
anggota dengan alasan bahwa anggota yang dalam hal ini adalah pelaku
usaha lebih mengetahui spesifikasi dan kualitas, dan harga barang yang
dipesan anggota tersebut.
Seperti contoh adalah pembelian barang-barang pesanan untuk
toko kelontong untuk dijual, bahan-bahan untuk usaha kerupuk dan lain-
lain. Barang-barang yang seperti itu sulit ditemukan dalam satu agen atau
suplier, sehingga BMT mewakilkan pembelian barang tersebut kepada
anggota yang lebih mengetahuinya. Untuk pembelian yang demikian,
1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Pasal 20 ayat 19.
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BMT menggunakan akad murabahah dengan wakalah, maka pihak
pertama adalah BMT dan pihak kedua adalah anggota. Sehingga dalam
akad ini, pihak pertama yaitu BMT menyerahkan sejumlah uang kepada
pihak kedua yaitu anggota untuk mewakilkan dalam pembelian barang.
Dengan perjanjian barang yang telah dibeli tersebut sudah diketahui oleh
kedua belah pihak, maka sudah diketahui pula berapa harga pokok disertai
keuntungan yang diambil pihak BMT sesuai dengan kesepakatan di awal
perjanjian.
Untuk menghindari penyelewengan dana yang sudah diberikan
BMT kepada anggota, maka BMT meminta anggota untuk menyerahkan
kembali kwitansi pembelian barang yang sudah dibeli kepada BMT.
Kemudian, BMT akan melihat apakah jumlah barang yang dibeli sesuai
dengan kebutuhan dan perjanjian.
Lain halnya dengan contoh pembelian barang pesanan anggota
seperti sepeda motor atau handphone. BMT siap membelikan barang yang
dipesan anggota dengan kriteria yang telah disampaikan oleh anggota
sesuai dengan keinginan anggota. BMT akan mendatangi agen atau suplier
untuk membelikan barang pesanan anggota juga mengajak anggota untuk
ikut serta dalam pembelian tersebut. Keikutsertaan anggota dalam proses
pembelian barang tersebut adalah agar barang yang dibeli oleh BMT
benar-benar sesuai dengan keinginan anggota sesuai dengan kriterianya,
sehingga kedua belah pihak memperoleh kepuasan. Jika sudah sesuai,
pihak BMT membayarkan sejumlah uang  sesuai dengan harga kepada
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agen atau suplier secara kontan dan secara hak, barang tersebut menjadi
milik BMT sepenuhnya. Kemudian, barang yang telah dibeli tersebut
diserahkan kepada anggota, dimana dalam hal ini terjadi akad jual beli
murabahah murni, artinya tidak ada pihak ketiga yang menjadi wakil
dalam pembelian barang. Atau sering disebut dengan akad murabahah
tanpa wakalah.
Untuk memperjelas penjelasan di atas, penulis akan
memapaparkan mengenai praktik murabahah BMT Hira Tanon kepada
pelaku usaha. BMT Hira dalam menjalankan funsinya sebagai
intermediary (penyalur dana) kepada masyarakat khususnya anggota,
dengan salah satu produk pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah.
seperti BMT pada umunya, BMT Hira Tanon membagi pembiayaan
murabahah menjadi dua, yaitu murabahah tanpa wakalah dan murabahah
berdasarkan wakalah. Penulis pada bab sebelumnya telah menjelaskan
mengenai pengertian murabahah berdasarkan wakalah, yang pada intinya
hal yang menjadi pembeda antara murabahah tanpa wakalah dengan
murabahah berdasarkan wakalah adalah adanya wakalah atau perwakilan.
Perwakilan yang terjadi dalam proses pembelian barang pesanan anggota.
Di dalam akad murabahah, BMT Hira Tanon selaku pihak pertama
sebagai penjual dalam membeli barang pesanan anggota mewakilkan
kepada anggota sebagai pihak kedua. Sehingga, anggota sebagai pihak
kedua (pembeli) dan sekaligus menjadi wakil. Pembiayaan murabahah di
BMT Hira Tanon digunakan untuk keperluan konsumtif ataupun sebagai
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modal usaha. Disini penulis akan memfokuskan pada anggota pembiayaan
pelaku usaha.
Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh calon anggota
pembiayaan murabahah BMT Hira Tanon yaitu pelaku usaha adalah
dengan datang sendiri ke kantor BMT Hira Tanon untuk mengajukan
permohonan pembiayaan murabahah. Calon anggota pelaku usaha
mengatakan kepada BMT Hira Tanon apa yang dibutuhkan kemudian
BMT Hira Tanon memberikan penjelasan produk apa yang sesuai dengan
pengajuan pembiayaan yang diajukan anggota kepada BMT Hira Tanon.
BMT Hira Tanon juga menjelaskan mekanisme, syarat-syarat, dan
ketentuan apa saja yang berhubungan dengan pembiayaan kepada calon
anggota.
Dengan demikian, BMT Hira Tanon mengetahui barang-barang
apa saja yang dibutuhkan oleh calon anggota pelaku usaha. Apabila BMT
Hira Tanon mengalami kesulitan, dan anggota meminta membeli sendiri
barang pesanannya, maka BMT Hira Tanon akan menggunakan akad
murabahah berdasarkan wakalah. BMT Hira Tanon selalu menawarkan
kepada anggota apakah BMT Hira Tanon yang membelikan barang atau
anggota sendiri yang akan membeli barang. Mayoritas anggota lebih
memilih membeli barang sendiri karena akan sesuai dengan kriteria barang
yang mereka inginkan.
Setelah permohonan pembiayaan diterima, pihak BMT Hira Tanon
akan melakukan survey kerumah calon anggota untuk pertimbangan
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diterima atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut. Setelah disetujui
BMT Hira Tanon anggota datang ke kantor untuk menerima uang serta
membawa jaminan dan diadakan akad wakalah. Setelah anggota membeli
barang, lalu datang lagi ke kantor untuk menyerahkan kwitansi pembelian
barang, untuk selanjutnya diadakan akad murabahah antara pihak BMT
Hira Tanon dan anggota.
Pengembalian kwitansi pembelian barang yang diminta oleh BMT
Hira Tanon adalah bentuk kehati-hatian BMT Hira Tanon agar tidak
terjadi penyelewengan dana oleh anggota dan dana murabahah digunakan
sesuai tujuan yang diajukan oleh anggota. Disinilah proses jual beli antara
BMT Hira Tanon dan anggota terjadi, yaitu setelah secara simbolik barang
diserahkan oleh anggota kepada BMT Hira Tanon, sehingga secara hak
telah menjadi BMT Hira Tanon yang kemudian dijual kembali kepada
anggota sebagai pihak pembeli.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada unsur
penyertaan wakalah antara BMT Hira Tanon dengan anggota, dimana
pihak BMT Hira Tanon melimpahkan kekuasaannya kepada anggota untuk
membeli barang. Kemudian untuk menjamin kepastian keamanan, BMT
Hira Tanon juga meminta anggota menyerahkan agunan atau jaminan atas
pembiayaan yang diambil. Jaminan tersebut tetap menjadi milik anggota
sampai anggota mampu melunasi seluruh kewajibannya kepada BMT Hira
Tanon, dan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan.
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Dari hasil wawancara dengan anggota yang  sudah penulis jelaskan
di BAB III, 10 orang anggota yang penulis wawancarai semuanya
menggunakan akad wakalah, dikarenakan untuk membeli barang-barang
yang akan digunakan untuk usaha.
Dari pemaparan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Hira Tanon
kepada anggota pelaku usaha mayoritas menggunakan akad murabahah
berdasarkan wakalah. Namun, tidak semua pembiayaan murabahah di
BMT Hira Tanon menggunakan akad wakalah. Seperti contoh pembiayaan
untuk kepemilikan suatu barang atau untuk kebutuhan konsumtif,
pembiayaan murabahah dilakukan dengan akad murabahah murni atau
murabahah tanpa wakalah.
B. Pola Pembelian Barang dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Hira
Tanon dilihat dari Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah
Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah2:
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang
bebas riba.
2. Barang yang di perjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’at
Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.
2 Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan..., hlm.
25.
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4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara
utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Point khusus yang berkaitan penelitian yang penulis lakukan di
BMT Hira Tanon terdapat dalam ketentuan umum ayat 9 (sembilan) fatwa
DSN MUI Tentang Murabahah yang berbunyi bahwa “jika bank hendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad
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jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,
menjadi milik bank.”3
Kemudian dalam Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan
BMT Indonesia juga menyebutkan kegiatan pembiayaan berdasarkan
murabahah berlaku persyaratan sebagai berikut:
1. BMT menyediakan dana pembiayaan yang disalurkan
berdasarkan perjanjian jual beli murabahah;
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada
BMT ditentukan berdasarkan kesepakatan BMT dan anggota;
3. BMT selaku penjual harus memberitahu harga produk (harga
perolehan) yang ia beli dan menentukan suatu tingkat
keuntungan (dalam nominal) sebagai tambahannya;
4. BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telak disepakati;
5. Dalam hal BMT mewakilkan (wakalah) kepada anggota untuk
membeli baramg, maka akad murabahah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT;
6. BMT boleh meminta anggota untuk membayar uang muka saat
menandatangani pesanan barang disertai wa’ad membelinya;
7. BMT boleh meminta anggota untuk menyediakan agunan
selain barang yang dibiayai BMT;
3 Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Ketentuan Umum
Pasal 9.
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8. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad
dan tidak boleh berubah selama periode akad.4
Dalam point 5 dituliskan bahwa “dalam hal BMT mewaklikan
(wakalah) kepada anggota untuk membeli barang, maka akad murabahah
harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.” Jadi
secara prinsip dalam kesepakatan tersebut membolehkan adanya wakalah
dalam proses pembelian barang.
Secara teknis dalam buku tersebut menerangkan bahwa BMT
menunjuk anggota untuk membeli barang yang diinginkannya dengan
akad wakalah. Kemudian dalam praktiknya, BMT Hira Tanon
memberikan kuasa kepada anggota untuk mewakilkan (wakalah) dalam
pembelian barang dan anggota menyerahkan kwitansi pembayarannya
kepada BMT Hira Tanon. setelah secara prinsip barang menjadi milik
BMT Hira Tanon sepenuhnya. Baru kemudian setelah barang menjadi
milik BMT Hira Tanon diadakan akad jual beli antara BMT Hira Tanon
dengan anggota.
Jadi sesuai dengan dengan ketentuan umum ayat 9 (sembilan)
fatwa DSN MUI Tentang Murabahah yang berbunyi “dalam hal BMT
mewaklikan (wakalah) kepada anggota untuk membeli barang, maka akad
murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik
BMT”, praktik pembiayaan murabahah di BMT Hira Tanon sesuai dengan
Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yaitu
4 Tim Penyusun PAS BMT, Pedoman Akad Syariah..., hlm 17-18
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dengan menggunakan akad murabahah dengan wakalah, dimana dalam
ketentuan tersebut diperbolehkan BMT mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang.
Kemudian untuk pelaksanaan akad murabahahnya juga sesuai
dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah dimana akad jual beli murabahah dilakukan setelah menjadi
milik BMT Hira Tanon. Kesimpulannya adalah pola pembelian barang di
BMT Hira Tanon telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, yaitu pada ketentuan umum ayat 9
(sembilan).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah dilakukan kajian, pembahasan, dan analisis yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya terkait “Praktik Pembiayaan
Murabahah Kepada Pelaku Usaha dari BMT Hira Kecamatan Tanon,
Kabupaten Sragen”, penulis akan memberi point-point kesimpulan
sebagai berikut:
1. Praktik Pembiayaan Murabahah BMT Hira Tanon kepada Pelaku
Usaha
BMT Hira Tanon menyalurkan dana kepada masyarakat melalui
salah satu produknya, yaitu pembiayaan murabahah. BMT Hira Tanon
membagi pembiayaan murabahah menjadi dua, yaitu murabahah tanpa
wakalah dan murabahah berdasarkan wakalah. Praktik pembiayaan
murabahah berdasarkan wakalah mayoritas diperuntukan bagi anggota
pelaku usaha, BMT dalam membeli barang pesanan anggota
mewakilkan kepada anggota sebagai pembeli sekaligus wakil.
Sedangkan murabahah tanpa wakalah biasanya diperuntukkan bagi
anggota yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan konsumtif,
seperti pembelian sepeda motor, handphone, dan lain-lain. Untuk
murabahah jenis ini BMT Hira Tanon mendatangi agen atau pemasok
yang diinginkan anggota untuk membeli barang pesanan anggota.
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2. Pola Pembelian Barang dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Hira
Tanon dilihat dari fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah
Dalam ketentuan umum ayat 9 (sembilan) Fatwa DSN MUI
Tentang Murabahah dijelaskan bahwa “jika bank hendak mewakilkan
kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi
milik bank.” Sesuai dengan praktiknya dalam pembelian barang
kepada anggota pelaku usaha di BMT Hira Tanon yang menggunakan
wakalah, maka dalam praktiknya sudah sesuai dengan fatwa DSN
MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Namun,
tidak semua praktiknya menggunakan wakalah, seperti contoh untuk
kebutuhan konsumtif, biasanya menggunakan akad murabahah murni
tanpa wakalah.
3. Pengembangan Usaha dari Dana Pembiayaan Murabahah dari BMT
Hira Tanon
Anggota dalam menggunakan dana murabahah untuk menambah
modal usaha. Bagi anggota yang baru satu kali mengambil pembiayaan
murabahah di BMT Hira Tanon belum bisa diketahui perkembangan
usahanya, kecuali yang digunakan untuk modal. Sedangkan bagi
anggota yang sudah lebih dari satu kali mengambil pembiayaan
murabahah dapat diketahui bahwa setelah menerima pembiayaan
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murabahah ada perkembangan produksi pada usahanya yang kemudian
juga diikuti perkembangan pendapatan dari usaha tersebut.
B. Saran
1. Pemantauan dan pembianaan secara berkala perlu diadakan kepada
anggota, untuk mengurangi terjadinya kelalaian. Tujuan lainnya adalah
agar silaturahmi antara anggota dan BMT Hira Tanon tetap terjaga.
2. Sebelum memberikan pembiayaan murabahah, pihak BMT Hira Tanon
harus lebih memperhatikan dan menerapkan ketentuam yang telah
diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah untuk menguranngi terjadinya pembiayaan bermasalah di
BMT Hira Tanon.
3. Pendampingan Usaha kepada anggota semakin ditingkatkan agar
pembiayaan yang diambil anggota memiliki peningkatan dalam
usahanya.
4. Apabila ada penurunan usaha, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang
oleh BMT Hira dan mencari penyebabnya, kemudian memberikan
solusi agar usaha anggota kembali normal.
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PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA PEGAWAI BMT HIRA TANON
1. Bagaimana struktur organisasi di BMT Hira Tanon?
2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Hira
Tanon?
3. Syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh calon anggota
pembiayaan murabahah?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BMT Hira Tanon
sebelum menerima permohonan pembiayaan dari calon anggota?
5. Jaminan apa saja yang diterima BMT Hira Tanon?
PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA ANGGOTA PEMBIAYAAN MURABAHAH BMT HIRA TANON
1. Siapakah nama bapak/ibu?
2. Alamat rumah bapak/ibu?
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
6. Dalam memberli barang pesanan, yang membeli barang bapak/ibu sendiri
atau BMT Hira Tanon?
7. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
8. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Hasil Wawancara dengan Marketing BMT Hira Tanon : Widhi Triyanto, ST.
1. Bagaimana struktur organisasi di BMT Hira Tanon?
Terlampir.
2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Hira
Tanon?
a. Anggota datang sendiri ke BMT
b. BMT Hira Tanon melakukan survey kepada calon anggota
c. Rapat komite
d. Konfirmasi kepada anggota
e. Dana pembiayaan cair, anggota datang lagi ke BMT membawa
jaminan
f. Akad wakalah
g. Anggota membeli barang pesanannya
h. Anggota memberikan nota pembelian kepada BMT
i. Akad murabahah
3. Syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh calon anggota
pembiayaan murabahah?
a. Fotocopy KTP 3 lembar
b. Fotocopy KK 3 lembar
c. Fotocopy jaminan.
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BMT Hira Tanon
sebelum menerima permohonan pembiayaan dari calon anggota?
Menggunakan analisis 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Colateral,
dan Condition.
5. Jaminan apa saja yang diterima BMT Hira Tanon?
BKPB dan Sertifikat.
Hasil Wawancara dengan Bapak Sutarmo pada tanggal 23 Desember 2017.
1. Siapakah nama bapak/ibu?
Sutarmo
2. Alamat rumah bapak/ibu?
Canden 04/01, Ketro, Tanon
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
Rp. 10.000.000,00
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
Iya, ada survey.
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
Membeli bibit melon.
6. Dalam memberli barang pesanan, yang membeli barang bapak/ibu sendiri
atau BMT Hira Tanon?
Saya sendiri yang mencari bibit kepada penjual.
7. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
Karena sampai saat ini belum tiba masa panen, jadi perkembangannya
belum bisa di lihat. Saya mengambil pembiayaan pada bulan Oktober
kemarin.
8. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Tidak, karena disesuaikan dengan penghasilan saya.
Hasil Wawancara dengan Bapak Ngatiman pada tanggal 23 Desember 2017.
1. Siapakah nama bapak/ibu?
Ngatiman
2. Alamat rumah bapak/ibu?
Canden 09, Ketro, Tanon
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
Rp. 2.000.000,00.
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
Ada.
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
Untuk usaha kue donat.
6. Dalam memberli barang pesanan, yang membeli barang bapak/ibu sendiri
atau BMT Hira Tanon?
Saya sendiri.
7. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
Saya baru mengambil pembiayaan satu kali, untuk perkembangannya
belum terlalu banyak.
8. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Tidak.
Hasil Wawancara dengan Bapak Marwan Julianto pada tanggal 23 Desember
2017.
1. Siapakah nama bapak/ibu?
Sutarmo
2. Alamat rumah bapak/ibu?
Canden 08, Ketro, Tanon
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
Rp. 2.000.000,00
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
Iya, ada.
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
Membeli anak ayam untuk ternak.
6. Dalam memberli barang pesanan, yang membeli barang bapak/ibu sendiri
atau BMT Hira Tanon?
Saya sendiri yang mencari anak ayam kepada penjual.
7. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
Saya baru kali ini mencari pinjaman ke BMT Hira Tanon, jadi untuk
perkembangannya tergantung kondisi ayam, kalau pas banyak ternak mati
ya saya mengalami kerugian.
8. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Tidak memberatkan.
Hasil Wawancara dengan Bapak M. Khusaini pada tanggal 27 Desember 2017.
1. Siapakah nama bapak/ibu?
Sutarmo
2. Alamat rumah bapak/ibu?
Jumeneng rt. 12, Padas, Tanon.
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
Rp. 8.000.000,00
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
Ada.
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
Menambah modal beli kambing.
6. Dalam memberli barang pesanan, yang membeli barang bapak/ibu sendiri
atau BMT Hira Tanon?
Saya sendiri yang mencari kambing kepada penjual langganan saya.
7. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
Untuk perkembangannya saya tidak bisa melihat karena kambing
tumbuhnya lama, hanya saja kambing saya beli semakin bertambah
dengan adanya dana pembiayaan dari BMT Hira Tanon.
8. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Tidak memberatkan.
Hasil Wawancara dengan Ibu Sumiyati  pada tanggal 27 Desember 2017.
1. Siapakah nama bapak/ibu?
Ibu Sumiyati
2. Alamat rumah bapak/ibu?
Jumeneng rt. 12, Padas, Tanon
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
Rp. 7.000.000,00
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
Ada survey sebelum uangnya cair.
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
Untuk membeli sembako seperti gula, teh, sabun, dan lain-lain untuk
menambah dagangan di toko saya.
6. Dalam memberli barang pesanan, yang membeli barang bapak/ibu sendiri
atau BMT Hira Tanon?
Saya sendiri, saya di beri uang BMT Hira Tanon untuk membeli barang-
barang tersebut kepada toko langganan saya di Sragen.
7. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
Kalau untuk modal membeli barang itu jelas membantu dan menambah
barang dagangan, sehingga jumlah pendapatan saya meningkat, tetapi
tidak banyak.
8. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Selama ini tidak memberatkan.
Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sholichin pada tanggal 28 Desember 2017.
1. Siapakah nama bapak/ibu?
Agus Sholichin
2. Alamat rumah bapak/ibu?
Karungan rt. 08, Karungan, Plupuh.
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
Rp. 60.000.000,00
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
Iya, ada survey dahulu.
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
Untuk membeli bibit jagung.
6. Dalam memberli barang pesanan, yang membeli barang bapak/ibu sendiri
atau BMT Hira Tanon?
Saya sendiri yang membeli bibit jagung di toko bibit pertanian.
7. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
Sampai bulan ini belum masa panen, jadi perkembangannya belum bisa di
lihat.
8. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Tidak.
Hasil Wawancara dengan Bapak Subandrio pada tanggal 28 Desember 2017.
1. Siapakah nama bapak/ibu?
Subandrio.
2. Alamat rumah bapak/ibu?
Gabugan rt. 11, Gabugan, Tanon.
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
Rp. 2.000.000,00
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
Iya, ada survey dulu.
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
Untuk modal membuka usaha cuci motor.
6. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
Modal awal untuk membuka usaha ini dari BMT Hira Tanon, dan untuk
perkembanagnnya terlihat pada banyak warga yang datang ketempat cuci
motor saya untuk mencuci motornya. Dan pendapatan saya tergantung
jumlah orang yang datang.
7. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Tidak memberatkan.
Hasil Wawancara dengan Bapak Sutarmo pada tanggal 28 Desember 2017.
1. Siapakah nama bapak/ibu?
Sutarmo.
2. Alamat rumah bapak/ibu?
Bendo rt. 25, Karangasem, Tanon.
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
Rp. 5.000.000,00
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
Iya, ada survey.
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
Membeli bahan-bahan membuat bakso.
6. Dalam memberli barang pesanan, yang membeli barang bapak/ibu sendiri
atau BMT Hira Tanon?
Saya sendiri, saya membeli bahan-bahan bakso pada toko langganan saya.
7. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
Untuk perkembangan usahanya, baru kali ini saya mengambil pembiayaan
di BMT Hira Tanon, perkembangannya dapat dikatakan sedikit karena
pendapatan saya juga tidak naik banyak, namun dana tersebut menambah
modal dalam usaha saya.
8. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Tidak.
Hasil Wawancara dengan Bapak Suyanto pada tanggal 31 Desember 2017.
1. Siapakah nama bapak/ibu?
Suyanto.
2. Alamat rumah bapak/ibu?
Ngijo rt. 12, Suwatu, Tanon
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
Rp. 15.000.000,00
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
Iya, ada survey.
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
Untuk menambah modal dagang snack.
6. Dalam memberli barang pesanan, yang membeli barang bapak/ibu sendiri
atau BMT Hira Tanon?
Saya membeli sendiri barang-barang untuk usaha saya kepada toko
langganan saya.
7. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
Saya merasa setelah mengambil pembiayaan di BMT Hira modal saya
bertambah dan barang yang saya beli juga semakin banyak, untuk
pendapatannya juga ada peningkatan, karena saya bisa melengkapi barang-
barang yang dibutuhkan pembeli.
8. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Tidak.
Hasil Wawancara dengan Bapak Tarno pada tanggal 31 Desember 2017.
1. Siapakah nama bapak/ibu?
Sutarmo
2. Alamat rumah bapak/ibu?
Sono rt. 13, Sono, Mondokan.
3. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang diambil di BMT Hira
Tanon?
Rp. 7.000.000,00
4. Sebelum dana pembiayaan murabahah cair, apakah ada survey yang
dilakukan pihak BMT Hira Tanon?
Iya, ada survey dulu.
5. Pembiayaan yang diajukan di BMT Hira Tanon digunakan untuk apa?
Untuk membeli bahan-bahan membuat kerupuk seperti tepung terihu,
minyak goreng dan lain-lain.
6. Dalam memberli barang pesanan, yang membeli barang bapak/ibu sendiri
atau BMT Hira Tanon?
Saya sendiri yang bahan-bahan tersebut di pasar.
7. Setelah bapak/ibu menerima pembiayaan murabahah, apakah ada
perkembangan usaha yang dirasakan oleh bapak/ibu?
Ada perkembangannya, karena saya sudah dua kali mengambil
pembiayaan di BMT Hira dan setelah mengambil pembiayaan ada
peningkatan produksi kerupuk.
8. Angsuran yang harus bapak/ibu bayarkan memberatkan atau tidak?
Tidak.
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